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ABSTRACT

Henny Puspa Rahayu/222010209/2014/ Analysis acceptance of the Hotel Tax Revenue Boosting
Regional Palembang.

The problems of the study were how the hotel tax receipt based on its level in palembang was and
how much the hotel tax contribution based on the level of local revenue was. The objectives of the
study were to analyze the hotel tax receipt based on its level in palembang and to analyze the hotel
tax contribution based on the level of local revenue in Palembang. The study could be useful for the
writer, the department of revenue of palembang, and the alumnus.

The study was conducted at the department of revenue palembang. This study was a comparative
study. The variable of the study was hotel tax receipt based on its level and contribution a local
revenue. The data were primary and secondary data. The techniques of collecting the data were
interviews and documentation. The technique of analvzing the data was qualitative analysis.

The results showed that the hotel tax revenue in 2011-2012 based on the level of five-star hotels
has not reached the target, but in 2013 it reached the target. However melati in hotel the year
2011-2013 did not reach the target set by local government of palembang. The biggest contribution
to palembang local revenue is exclusive hotels.

Keywords: hotel tax and local revenue
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ABSTRAK

Henny Puspa Rahayu/222010209/2014 Analisis Peneriman Pajak Hotel dalam Meningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerimaan pajak hotel berdasarkan
tingkata dikota Palembang ? dan berapa besar kontribusi pajak hotel berdasarkan tingkatan
terhadap Pendapatan Asli Daerah 7. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerimaaan pajak
hotel berdasarkan tingkatan dikota Palembang dan menganalisis kontribusi pajak hotel
berdasarkan tingkatan terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang. Penelitian ini bermanfaat
bagi penulis , dinas pendapatan daerah kota palembang, dan almamater.

Penelitian ini dilakukan pada dinas pendapatan asli daerah kota palembang Jenis penelitian ini
adalah penelitian komparatif Variabel penelitian adalah penerimaan pajak hotel berdasarkan
tingkatan dan kontribusi pajak hotel berdasarkan tingkatan terhadap (PAD). Data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan
dokumentasi analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan tahun 2011-
2012 yaitu hotel berbintang yang tidak mencapai target, tetapi pada tahun 2013 mencapai target.
Sedangkan hotel melati dari tahun 2011-2013 selalu tidak mencapai target yang ditetapkan
pemerintah kota palembang. Dan yang memberi kontribusi paling besar terhadap dinas pendapatan
daerah kota palembang adalah hotel berbintang.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengukur
dan mengurus pemerintah daerah, salah satu pertimbangan yang
mendasari perlu diselenggaarakan otonomi daerah adalah perkembangan
kondisi dalam negeri menunjukan semakin tingginya tingkat globalisasi
yang menuntun daya saing antar Negara, termasuk daya saing
pemerintahan daerah diharapkan akan dapat menunjang tingkat
kemandirian daerah-daerahnya untuk dapat menunjang tingkat
kemandirian daerah —daerahnya untuk dapat membiayai semua belanja
daerah dengan memanfaaatkan penerimaan yang diperoleh dari hasil
pendapatan daerah masing- masing.

Salah satu peranan pemerintah dalam system perekonomian
adalah melakukan pemungutan pajak. Setiap orang yang hidup dalam satu
Negara pasti berurusa dengan pajak. Oleh karena itu, sebagai anggota
masyarakat setiap orang wajib mengetahui segala permasalahan yang
berhubungan dengan pajak. Secara umum pajak diartikan sebagai
penawaran wajib dari perorangan atau badan hukum kepada Negara untuk
membiayai pengeluaran — pengeluaran pemerintah bagi kepentingan
umum

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di

semua Negara.Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang



perpajakan yang mampu menjamin adanya efesiensi dan efektifitas
pengelolaan pajak. Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi
ekonomi di Indonesia merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber-
sumber keuangan Negara. Secara umum, referensi pajak adalah proses
perubahan atas system (perpajakan) yang ada, yang tidak sesuai dengan
kondisi yang berkembang mengarah pada system yang lebih baik.

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang dipergunakan sebagian
atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan makanan &
minuman serta jasa lainya bagi umum dan dikelola secara
komersial.sedangkan menurut undang-undang No. 28
Tahun 2009 dalam ayat (21) berbunyi : hotel adalah bangunan khusus
yang disediakan bagi orang untuk menginap beristirahat, memperoleh
pelayanan, atau fasilitas lainya dengan dipungut bayaran, termasuk
bangunan lainya menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama,
kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Berdasarkan undang-undang no.28 tahun 2009 pajak hotel adalah
pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah
setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel.Subjek
pajaknya adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas
pelayanan hotel.

Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel yang meliputi sebagai

berikut :



Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara lain
gubuk pariwisata(cotiage), motel, home stay, wisata pariwisata,
pesanggarahan (hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk
rumah kos dengan jumlah kamar sekurang — kurangnya 10 (sepuluh)
kamar yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

. Pelayanan penunjang antara lain telepo, faxsimile, telex, foto copy,
pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengagkutan lainya yang disediakan
atau dikelola oleh hotel.

. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (firmess
centre), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang
disediakan atau dikelola hotel.

. Jasa persewaan ruangan untuk kegitan atau secara pertemuan dihotel.
Dasar pengenaan pajak adalah iumlah pembayaran yang dilakukan
pada hotel. Pajak ini tergantung dari baik atau tidaknya sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh hotel tersebut dan diharapkan para
pengelola hotel dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak untuk
melaporkan hasil penerimaan yang diperoleh oleh hotel tersebut.
Dinas pendapatan daerah (DISPENDA) kota Palembang berharap
dengan adanya pemungutan pajak hotel ini dapat memberikan
kontribusi yang besar bagi penerimaan pajak daerah karena pajak
daerah dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap

peningkatan daerah kota di Palembang. Adapun dasar hukum



pemungutan pajak hotel adalah peraturan daerah (PERDA) Kota

Palembang no.11 tahun 2010.

Berikut ini data target dan realisasi penerimaan pajak hotel

berdasarkan tingkatan dan pendapatan asli daerah kota Palembang

tahun 2009 — 2013 dapat dilihat pada table 1.1 :

Tabel L1
Target dan Realisasi Penerimaan pajak hotel

pendapatan asli daerah kota Palembang tahun 2011- 2013

Target Pajak Realisasi Pajak | Persentase
o | Tahun Hotel Hotel (%)
1 2011 8,500,000,000 8,262,611,965 | 97.20%
2 2012 16,502,664,575 | 12,458,509,593 77.49%
3 2013 23,000,000,000 | 22,447,294,254 97,59%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah,2014

Dari table 1.1 dapat dilihat perkembangan penerimaan pajak hotel

kota Palembang mengalami penurunan dari tahu 2011 yaitu 97,20%

menjadi 77,49% pada tahun 2012 , namun mengalami peningkatan pada

tahun 2013 yaitu sebesar 97,59%.


http://Palembangno.il

Tabel 1.2

Perkembangan Jumlah Hotel
Tahun 2011-2013
No Jenis Hotel Tahun
2011 2012 2013
1 Hotel berbintang 19 23 29
2 Hotel melati 45 49 52
3 Hotel wisma 12 13 14
Jumlah 76 85 9]

Sumber : dinas pendapatan daerah,2014

mengalami pertumbuhan peningkatan hotel yang sangat pesat.

melakukan penelitian dengan judul “ Analisis jumlah Penerimaan

Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Dinas

Di lihat dari table 1.2 bahwa dari tahun ke tahun kota Palembang

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk

Pendapatan Daerah Kota Palembang “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dikemukakan, penulis merumuskan

masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerimaan pajak hotel berdasarkan kriteria di kota

Palembang ?

2. Berapa besar kontribusi pajak hotel berdasarkan tingkatan terhadap

pendapatan asli daerah ?




C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian

adalah sebagai berikut :

L

Untuk menganalisis penerimaan pajak hotel berdasarkan kriteria
dikota Palembang.
Untuk menganalisis kontribusi pajak hotel berdasarkan tingkatan

terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis ini adalah dapat member wawasan dan
memperluas pegetahuan mengenai Penerimaan Pajak Hotel
Berdasarkan Tingkatan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Palembang.

Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Yaitu sebagai bahan masukan guna mengetahui kebijakan —kebijakan
yang dapat di ambil guna meningkatkan penerimaan pajak hot
kota Palembang

Bagi Almamater

Bagi mereka yang ingin meneliti hasil penelitian ini dapat dijadiakan
bahan kajian dan perbandingan dalam mendapatkan hasil yang lebih

baik.



BAB 11
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Sebelumnya
Tabel I1.1
Penelitian Sebelumnya
Judul Penelitian g Persamaan&
No Sebelumuya Tahun | Hasil Penelitian Pushodunn
1 Analisis Potensi | 2009 | Berdasarkan hasil Persamaan :
Pajak Hotel studi di lapangan Sama-sama meneliti
Terhadap diketahui bahwa Pajak
Realisasi memang terdapat Perbedaan : terdapat
Penerimaan Pajak selisih dalam hal perbedaan dalam
Hotel penentuan pajak yang | pemungutan pajak
diKabupaten harus dibayarkan oleh | ini,mengidentifikasiaka
Gunung Kidul para wajib pajak masih belum adanya
hotel. akurasi dalam
Betty Rahayu pelaksanaan pemungutan
pajak daerah.
2z Analisis Potensi | 2013 | Menunjukan bahwa | Persamaan :
Pemungutan potensi pajak hotel | Sama-sama meneliti
Pajak Hotel yang ada berpengaruh | Pajak
dalam sangat kuat terhadap | Perbedaan : terletak pada
Menigkatkan realisasi penerimaan | objek penelitian.
PAD Kota Palu pajak hotel yang
terjadi dikota Palu
Ahmad Syahir
Maulana
3 |Pengaruh  hasil [ 2012 | Pemungutan Pajak | Persamaan :
Pemungutan Hotel  berpengaruh | Sama-sama meneliti
Pajak Hotel secara parsial | Pajak Hotel
&Pajak Restoran terhadap PAD kota | Perbedaan variable
terhadap PAD Bandung yang diteliti adalah pajak
Kota Bandung hotel,pajak restoran serta
Vidya Paramita PAD

Sumber : Penulis, 2014




B. Landasan Teori
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Undang — Undang No. 32 tahun 2004
menyatakan yang dimaksud pendapatan asli daerah (PAD) adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan.
b. Unsur — Unsur Pendapatan Asli Daerah
. Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun a2004 bab V
pasal 6, pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari :
1) Pajak Daerah
Adalah pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah
daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan peraturan daerah
dan dikenakan pada semua objek pajak seperti orang atau
badan, bergerak atau tidak bergerak.
2) Retribusi Daerah
Adalah pungutan yang dilakukan sebagai pembayaran atas
pemakaian jasa yang diberiakan oleh daerah secara langsung

dan nyata.



a) Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
Adalah penerimaan berupa bagian laba bersih badan usaha
milik daerah yang terdiri dari laba bersih bank
pembangunan daerah, bagian dari laba bersih perusahaan
daerah.

b) Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah
Adalah penerimaan daerah dari dinas-dinas yang tidak
merupakan penerimaan : penerimaan dari dinas pertanian,
dinas peternakan, dan dari dinas kesehatan dan lain-lain.

¢) Penerimaan Lain-lain
Adalah penerimaan selain pajak daerah, retribusi daerah,
bagian laba badan usaha milik daerah, dan penerimaan dari
dinas-dinas. Misalnya : hasil penjualan barang milik
daerah, penjualan barang bekas,cicilan kendaraan bermotor
roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang dibangun

oleh pemerintah daerah, dan lain-lain

2. Pajak Daerah
a. Pengertian Pajak Daerah
Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 pengertian
pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara



langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

S.I. Djajaningrat, dalam Siti Resmi (2009:1) defenisi pajak
adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari
kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, keiadian
dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan
sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah
serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari
Negara secara langsung, untuk mememlihara kesejahteraan secara
umum. Oleh Karena itu, perlu adanya pengaturan tentang
perpajakn yang mampu menjamin adanya efesiensi dan efektifitas
pengelolaan pajak. Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi
ekonomi diindonesia merupakan suatu usaha untuk mengelola
sumber-sumber keuangan Negara. Secara umum, reformasi pajak
adalah proses perubahan atas system (perpajakan) yang ada, yang
tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah system
yang lebih baik.

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkaan
mengenai defenisi pajak yaitu : pajak merupakan wajib bagi orang
atau badan kepada Negara (baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah), yang diatur oleh undang-undang sehingga
dapat dipaksakan meskipun tanpa adanya balas jasa yang dapat

ditunjuk secara langsung, dimana dari hasil penerimaan pajak
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tersebut digunakan untuk pengeluaran pemerintah (baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).

Berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2009 pasal 2
ayat (1) jenis pajak yang dapat di pungut oleh pemerintah
kabupaten / kota terdiri dari
1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan

dengan pembayaran dihotel. Subjek pajak adalah pribadi atau

badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel, meliputi :

a) Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek
antara gubuk pariwisata (cotrage) , motel, home stay,
wisata pariwisata, pesenggarahan (hostel), losmen dan
rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah
kamar sekurang-kurangnya 10 kamar yang menyediakan
fasilitas seperti rumah penginapan.

b) Pelayanan penunjang antara lain telepon, faxsimile,
telex fotocopy,pelayanan cuci,strika, taksi dan pengakutan
lainya yang disediakan atau dikelola oleh hotel

c) Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran
(fitness center) , kolam renag, tennis, golf, karaoke,pub,

diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
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d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau acara
pertemuan di hotel.
Di kecualikan dari objek pajak adalah:

(1) Penyewaan rumah atau kamar,apartemen dan fasilitas
tempat tinggal lainnya yang kurang dari 10 kamar dan
penyewaan rumah atau kamar yang tidak menyatu
dengan hotel.

(2) Asrama dan pesantren.

(3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel
yang dipergunakanoleh bukan tamu hoteldengan
pembayaran.

(4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai
oleh tamu hotel.

(5) Pelayanan perjalan pariwisata yang diselenggarakan
oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum

2) Pajak restoran adalah pajak atau pelayanan restoran.

Restoran: adalah tempat menyantap makanan dan
minuman yang disediaakan dengan pungutan bayaran, tidak
termasuk usaha jasa boga atau cattering.

Untuk objek pajak adalah pelayan yang disediakan
oleh restoran dengan pembayaran yang meliputi : penjualan

makanan dan minuman baik yang disertai fasilitas tempat



3)

4)
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menyantap maupun yang tidak disertai dengan fasilitas tempat
penyantapan kecuali, jasa boga dan cattering.

Subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan
pembayaran kepada restoran. Wajib pajak restoran adalah
pengusaha restoran, dikecualikan dari objek pajak adalah
pelayanan jasa boga dan cattering. Dasar penggunaan pajak
adalh jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
Diharapkan pengusaha restoran yang mempunyai daya
cakupan yang luas data membayar pajak restoran sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak daerah/ pajak atas
penyelenggaraan hiburan, yang merupakan objek pajak adalah
semua yang menyelenggarakan hiburan. Diharapkan
pengusaha hiburan yang mempunyai daya cakupan yang luas
dapat membayar pajak hiburan sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.

Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan
reklame. Objek pajak reklame adalh semua penyelenggara
reklame yang meliputi reklame suara, stiker, reklame

selebaran, reklame papan dan film.
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5) Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas pengunaan
tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah
tersebut tersedia penersngsn jslsn, ysng rekeningnys di bayar
oleh pemerintah daerah. Untuk objek pajak adalah penggunaan
tenaga listrik diwilayah daerah yang tersediaa penerangan
jalan yang rekeninganya dibayar oleh pemerintah daerah,
subjek pajak adalah orang atau badan yang menjadi pelanggan
listrik dan penggunaan tenaga listrik.

Di kecualikan dari objek pajak penerangan adalah:

a) Penggunaan tenaga listrik oleh instasi pemerintah dan
badan pemerintah daerah.

b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat yang digunakan
oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-
lembaga internasional dengan timbale balik.

c) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan
perusahaan listrik dengan kapasitas tertentu yang tidak
memerlukan izin dari instasi teknis terkait.

d) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan
peratutran daerah.

Dasar penggenaan dan tarif pajak penerangan jalan

adalah sebagai berikut :
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(1) Penggunaan listrik yang berasal dari perusahaan listrik
Negara , bukan untuk industry sebesar 15%.

(2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari perusahaan
listrik Negara khusus untuk kegiatan industry,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual
tenaga listrik nya ditetapkan sebesar 30%.

(3) Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari
perusahaan listrik Negara, bukan untuk industry
sebesar 5%

6) Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Adalah pajak yang dipungut atas kegiatan explorasi
bahan galian golongan C. maksud explorasi disini adalah
pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dari
sumber alam didalam dan di permukaan bumi untuk
dimanfaatkan. Objek pajaknya meliputi asbes, batu tulis, batu
permata, betanit, pasir dan krikil, pasir kuarsa, tanah liat, tawas
dan lain-lain. Wajib pajaknya adalah pribadi atau badan
menyelenggarakan exploitasi bahan galian golongan C, dasar
pengenaan pajak adalah nilai jual hasil exploitasi bahan galian
golongan C.

7) Pajak Parkir
Adalah pajak yang dikenakan atas penyelengaraan

tempat parker diluar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik
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vang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor yang memungut bayaran
Subyek pajak parkiran adalah orang atau badan yang
melakukan pembayaran atas parkir.
Di kecualikan dari obyek parkir adalah :
a) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
b) Penyelenggaraan parkir oleh Kedaulatan , konsultan,
perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga
internasional dengan asas timbale bal’k
c) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan
Perturan Daerah
Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menetapkan
jenis pajak lain dengan mengeluarkan Peraturan Daerah

(PERDA),dimana harus memenuhi criteria sebagai berikut

Bersiat pajak dan bukan retribusi
(1) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai

mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani



masyarakat di wilayah daerah Kabupaten / Kota yang
bersangkutan.
(2) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan
dengan kepentingan umum
(3) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi
dan atau objek pajak pusat
(4) Potensi memadai
(5) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
(6) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan
(7) Menjaga kelestarian lingkungan
b. Unsur-unsur Pajak Daerah
Unsur-unsur pajakdaerah menurut undang-undang No 34
Tahun 2004 yang dipaparkan ole Abdul Halim (2005 : 67) di
dalam buku Akutansi Sektor Publik menjelaskan bahwa pajak
daerah dapat dibedakan kedalam pajak provinsi dan pajak
kabupaten/kota, yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan(2) yang
berbunyi :
1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
a) Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air
Adalah pajak pajak atas kepemilikan dan atau pengusaha
kendaraan bermotor dan kendaraan di aras air.

b) Bea balik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air



Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan
bermotor dan kendaraan air sebagai perjanjian dua hak
atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jul
beli, tukar menukarhibah,warisan, atau pemasukan
kedalam usaha

c.) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
Adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau
dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termaksud
bahan bakar yang digunakan

d.) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau
permukaanAdalah  pajak  atas  penambilan  dan
peamanfaatan air bawah tanah dan atau air prmukaan
untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali
untuk keperluan dasar rumah tangga.

2) Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

a) pajak hotel

b) pajak restoran

c) pajak restoran

d) pajak reklame

e) pajak penerangan jalan

f) pajak pengambilan bahan galian golongan ¢

2) pajak parkir
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Sementara yang menjadi subyek pajak adalah orang
pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah dan
dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau
badan yang menurut perundang-undangan perpaajakan
daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak
yang terutang, pemungut atau pemotong pajak tertentu.

8) Kontribusi Pajak Daerah
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
asli daerah pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan
kontribusinya. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan
asli daerah merupakan hubungan antara realisasi penerimaan
pajak terhadap pendapatan asli daerah.
Mengukur kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah

dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan Pajak
> x 100

Kontribusi =
c. Fungsi Pajak
Hary Purwono (2010: 8-10) menyatakan fungsi pajak
terdiri dari :
1) Revenue (penerimaan)
Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah fungsi

budgetair  yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak

sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang
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berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengelaran Negara.

2) Redistribution (pemerataan)
Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsure pemerataan
dan keadilan dalam masyarakat.

3) Repricing (pengaturan harga)
Fungsi ini sama dengan fungsi regulerent (mengatur) adalah
suatu fungsi bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk
mengatur  atau mencapai tujuan tertentu  dibidang
ekonomi,politik, social, budaya, pertahanan dan keamanan.

4) Representation (legalitas pemerintahan)
Fungsi ini mengimplikasikan bahwa pemerintah demokrasi
dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu
penjelmaan atau wujud system gotong royong, termasuk
kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan

manusia.

3. Pajak Hotel
a. Pengertian Pajak Hotel
Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 pajak hotel
adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek
pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan

pembayaran dihotel. Sunjek pajaknya adalah orang pribadi atau
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badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi / badan

yang mengusahakan hotel. Wajib pajaknya adalah orang pribadi /

badan yang mengusahakan hotel, meliputi :

D)

2)

3)

4)

)

2)

3)

Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara
lain gubuk pariwisata ( cottage ), motel.home stay, wisata
pariwisata, rumah kos dengan jumlah kamar sekurang-
kurangnya 10(sepuluh) kamar yang menyediakan fasilitas
seperti rumah penginapan.

Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximile, telex,

Jotocopy,pelayanan cuci,setrika ,taksi dan pengangkutan

lainya yang disediakan atau dikelola hotel.
Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran
(fitness centre), kolam renang,tennis, golf, karaoke, pub,
diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.
Jasa perswaan ruangan untuk kegiatan atau acara pertemuan di
hotel.

Dikecualikan dari objek pajak adalah :
Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh
pemerintah atau pemerintah daerah.
jasa sewa apartemen,kondominium dan sejenisnya.
jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan

keagamaan.



22

4) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti

Jjompo, panti asuhan, dan panti social lain yang sejenis, dan
5) jasa biro perjaianan atau perjalanan wisata yang
diselenggarakan oleh hotel yang  dapat dimanfaaatkan oleh

umum.
Dasar penggunaan pajak adalah jumlah pembayaran atau
yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa
pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel
dengan dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang

seharusnya dibayar kepada hotel.

b. Prinsip dan Sasaran Pajak Hotel
Menurut undang — undang No.28 tahun 2009 dalam pasal 6
yang berbunyi : prinsip dan sasaran pajak hotel didasarkan pada
tujuan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima
oleh pengusaha sejenis yang beroperasi dan berorientasi pada

harga pasar.

c. Besarnya Tarif Pajak Hotel

Berdasarkan undang — undang No.28 tahun 2009 dalam

pasal 35 ayat 1 dan 2 berbunyi :
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1) Besarnya pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

(sepuluh persen)

2) Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah.

Artinya yang menetapkan tariff pajak hotel sebesar 10%

adalah peraturan daerah.

d.Tata cara Penarikan Pajak Hotel

Adapun langkah - langkah yang dilakukan oleh dinas

pendapatan kota Palembang dalam melakukan pemingutan pajak

hotel adalah sebagai berikut :

1) Mengeluarkan Surat Pendataran

a)

b)

d)

Wajib pajak mengisi SPTPD (surat pemberitahuan pajak
daerah)

SPTPD sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, harus
diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani
oleh wajib pajak atau kuasanya.

Bentuk, isi, serta tata cara pengisisan dan penyampaian
SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
ditetapkan oleh kepala daerah.

SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus
disampaikan kepada kepala daerah selambat-lambatnya 15

(lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.
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2) Penetapan Pajak Hotel (pasal 96)

a)

b)

Tata cara penerbitan SPTPD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SPTPD , SKPDKB ( surat ketetapan pajak

daerah kurang bayar) , dan SKPDKBT (surat ketetapan

pajak daerah kutang bayar terutang) sebagaimana

dimaksud dalam pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) diatur

dengan peraturan kepala daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan

penyampaian SKPD (surat ketetapan pajak daerah) atau

dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (3)

dan (5) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Tatacara Pemungutan (pasal 96)

1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan

2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang
terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar
oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan
berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan
menggunakan SKPD atau dokumen lain yang

dipersamakan.




d)

e)

4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota
perhitungan.

5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan
sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD,
SKPDKB, dan / atau SKPDBT.

Sanksi Administrasi (pasal 97)

Dalam hal ini wajib pajak tidak membayar pajak
tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Tata cara Pembayaran (pasal 101)

1) Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo
pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling
lama 30(tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya
pajak_dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

2) SPPT, SKPD, SKPDKB,STPD, surat keputusan
pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan
banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak
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dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

3) Kepala daerah atas permohonan wajib pajak setelah
memenuhi  persyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,
penyetoran, tempat pembayaran,angsuran, dan
penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan
kepala daerah.

Tata cara Penagihan

Pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen
yang dipersamakan. SKPDKBT, SPTD dan surat
keputusan keberatan yang menjelaskan jumlah pajak yang
harus dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih melalui surat
paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa prinsip dan sasaran pajak hotel didasarkan pada
tujuan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas
diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi dan

berorientasi pada harga pasar dengan tarif sebesar 10 %.
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4. Klasifikasi Hotel
Kriteria klasifikasi hotel dikeluarkan oleh Deparpostel dan
dibuat oleh dirjen pariwisata dengan SK : Kep-22/U/V1/78.
Rincian klasifikasi hotel menurut buku pengantar
akomodasi dan restoran oleh Ir. Endar Sugiarto, B.A dan Sri
Sulatiningrum, B.A., 2001 Adalah :
a. Faktor Tingkatan atau Bintang dari Hotel
1. Klasifikasi hotel berbintang satu
2. Persyaratan :
a) Jumlah kamar standar, minimum 15 kamar
b) Kamar mandi didalam
¢) Luas lamar standar, minimum 20 m?
3. Klasifikasi hotel berbintang dua
Persyaratan :
a) Jumlah kamar standar, minimum 20 kamar
b) Kamar suite, minimum 1 kamar
¢) Kamar mandi didalam
d) Luas kamar standar,minimum 22m?
e) Luas kamar suite, minimum 44m?>
4. Klasifikasi hotel berbintang tiga
Persyaratan :
a) Jumlah kamar standar, minimum 30 kamar

b) Jumlah kamar suite, minimum 2 kamar
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¢) Kamar mandi didalam

d) Luas kamar standar, minimum 24m’
e) Luas kamar suite, minimum 48m?

5. Klasifikasi hotel berbitang empat

Persyaratan :
a) Jumlah kamar standar, minimum 50 kamar
b) Jumlah kamar suite, minimum 3 kamar
¢) Kamar mandi didalam
d) Luas kamar standar, minimum 24m?
e) Luas kamar suite, minimum 48m?

6. Klasifikasi hotel berbintang lima

Persyaratan :
a) Jumlah kamar standar, minimum 109 kamar
b) Jumlah kamar suite, minimum 4 kamar
¢) Kamar mandi didalam
d) Luas kamar standar, minimum 26m?
e) Luas kamar suite, minimum 52m?

b. Faktor Tujuan Pemakaian Hotel Selama Menginap
1. Business Hotel
Hotel yang banyak digunakan oleh para usahawan.hotel ini

memiliki fasilitas lengkap untuk para businessman.
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2. Recreation Hotel

Hotel yang dibuat dengan tujuan untuk orang-orang yang akan

santai atau berekreasi.

¢. Klasifikasi Jenis Hotel Berdasarkan Faktor Lokasi

ks

City Hotel

Adalah hotel yang terletak didalam kota, dimana sebagian

tamunya yang menginap melakukan kegiatan bisnis.

Resort Hotel

Adalah hotel yang terletak dikawasan wisata,dimana sebagian

besar tamunya yang menginap melakukan kegiatan bisnis.

Macam-macam resort hotel bedasarkan lokasi antara lain:

a. Mountain hotel( hotel yang berada dipegunungan)

b. beach hotel (hotel yang berda di pingir pantai)

c. Lake hotel(hotel yang berada ditepi danau)

d. Hill hotel(hotel yang berada puncak bukit)

e. Forest hotel(hotel yang berada di kawasan hutan lindung)
. Suburb Hotel

Hotel yang lokasinya di pinggiran kota yang merupakan kota

satelit yakni pertemuan antara kedua kotamadya
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Urban Hotel

Adalah hotel yang berlokasi di pedesaan dan jauh dari kota
besar atau hotel yang terletak didaerah perkotaan baru yang
tadinya hanya berupa desa.

Airport Hotel

Adalah hotel yang berada dala satu kompleks bangun atau area

perlabuhan udara atau sekitar Bandar udara

d. Klasifikasi Berdasarkan Ukuran Hotel

Klasifikasi hotel bedasarkan ukurannya dapat ditentukan

dengan jumlah kamar yang ada. Ukuran hotel diklasifikasikan

menjadi 3 bagian yaitu:

ks

Small hotel adalah hotel kecil dengan jumlah kamar dibawah
150 kamar.

Medium hotel adalah dengan ukuran sedang.dimana dalam
medium hotel ini ada dua kategori, yaitu :

Average hotel dengan jumlah kamar antara 150-299 kamar
Above average hotel dengan jumlah kamar antra 300-600
kamar.

Large hotel adalah dengan klasifikasi sebagai hotel besar

dengan jumlah minimal 600 kamar.
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e.Klasifikasi Berdasarkan Faktor Lamanya Tamu Menginap
lamanya tamu menginap dihotel dapat dibagi dalam tiga
kategori, yaitu:
1. Transit hotel
Tamu yang menginap dalam waktu singkatrata-rata hanya
satu malam. Hotel transit menurut pengantar ilmu perhotelan
dan restoran, Abd. Rachman Arief. 2005, yaitu hotel yang
mayoritas tamu tinggal hanya singgah (transit) yaitu kurang
dari 24 jam (not over night), maka tarifnya hanya diberikan
day rate (50% dari full rate) serta pemakainya disebut day use.
Transit hotel ini umumnya berlokasi didaerah dekat
dengan pelabuhan udara atau pelabuhan laut, untuk
menampung tamu — tamu /penumpang yang singgah atau
karena status perjalanannya sebagai cadangan (waiting list)
maka perlu transit atau check-in dihotel tersebut.
2. Semi — residential hotel
Tamu yang menginap dalam waktu cukup lama, kira-

kira paling sedikit satu bulan.
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f. Klasifikasi Jenis Hotel Berdasarkan Faktor Kegiatan Tamu

Selama Menginap.

Banyak kegiatan tamu secara spesifik selama menginap
dihotel karena dengan maksud-maksud tertentu. Kegiatan
tersebut antara lain :
1.0lahraga

a.) Sport hotel adalah hotel yang berada pada kompleks
kegiatan olahraga.

b.) Ski hotel adalah hotel yang menyediakan area sebagai
tempat bermain ski banyak terdapat dinegara yang
mempunyai empat musim.

2. Bisnis
a.) Conference hotel adalah hotel yang menyediakan fasilitas
lengkap untuk keferensi.
b.)Convention hotel adalah hotel sebagai dari kompleks kegitan
konvensi.
3. Berjudi
Casino hotel adalah hotel yang sebagian tempatnya berfungsi

untuk kegiatan berjudi.
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g. Klasifikasi Jenis Hotel Berdasarkan pada Kriteria Jenis Tamu
Jenis-jenis tamu yang menginap maksudnya adalah dari

mana asal usul mereka menginap dengan latar belakangnya dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Family hotel

Adalah tamu yang menginap bersama keluarganya.

2. Bussines hotel

Adalah tamu yang menginap yaitu para usahawan.

3. Tourist hotel

Adalah tamu yang menginap kebanyakan para wisatawan, baik
domestic maupun luar negeri.

4. Cure hotel
Adalah tamu yang menginap dalam proses pengobatan atau
penyembuhan dari suatu penyakit.

h. Klasifikasi Service Charge pada Hotel

Service charge atau biaya pelayanan adalah komponen yang
mau tidak mau melekat pada harga produk dan jasa perhotelan.
Besaran service charge ini adalah 10% dan biasanya sudah menjadi

satu dalam harga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia No. PER-02/MEN/1999 Tentang Pembagian Uang

Service Pada Usaha Hotel, Restoran, dan Usaha Pariwisata Lainnya,
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penggunaan uang service charge ini adalah sebagai tambahan
pendapatan karyawan hotel setelah dikurangi dana cadangan
pengganti barang hilang atau rusak dan pengembangan sumber daya

manusia.

Berikut skema pembagian uang service:

Hotel Bintang 3 ke atas:

1. 5% untuk resiko kehilangan dan kerusakan
2. 2% untuk pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya
manusia

3. 93% dibagi habis untuk para pekerja

Hotel Bintang 2 ke bawah, restoran dan usaha pariwisata lainnya:

I 8% untuk resiko kehilangan dan kerusakan
2 2% untuk pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya
manusia

3 90% dibagi habis untuk para pekerja

Di luar PERMENAKER ini tidak atau belum ada lagi
Undang Undang atau Keputusan setingkat Undang Undang yang

mengatur tentang uang service pada industri pariwisata.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Menurut Sugiyono (2009:53-55) jenis penelitian menurut
tingkat ekspalansi dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1.) Penelitian deskriptif
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk
mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih
(independen)  tanpa  membuat  perbandingan  atau
menghubungkan dengan variable lain.
2.) Penelitian Komparatif
Suatu penelitian yang bersifat membandingkan, disini
variabelnya masih sama dengan penelitian variable mandiri
tetapi untuk sampel yang lebih dari satu dalam waktu yang
berbeda.
3.) Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih.
Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian

komparatif.

35
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B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada dinas pendapatan daerah
yang beralamat di jalan merdeka No 21. Palembang Sumatra
Selatan.
C. Operasional Variabel
Operasional variabel adalah suatu defenisi yang diberikan
pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau
menspesifikasikan bagaimana variable atau kegiatan tersebut

diukur, variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel I11.1
Operasionalisasi Variabel
No | Variabel | Defenisi Indikator
1 Penerima | Besarnya Anggaran dan Realisasi penerimaan
an pajak | pungutan wajib | pajak
hotel yang diterima - Hotel berbintang
berdasark | atas hotel - Hotel melati dan
an berbintang, - Wisma
tingkatan | hotel  melati
dan wisma
2 | Kontribu | Besarnya realisasi penerimaan pajak
: : x 100%
si Pajak | persentase PAD
Hotel sumbangan
Berdasar | pajak hotel
kan berbintang,
tingkatan | hotel  melati
terhadap | dan wisma
PAD terhadap
pendapatan asli
daerah (PAD) |

Sumber : penulis,2014
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D. Data yang diperlukan
Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2009:146-147)
berdasrkan cara memperolehnya, data dapat dibagi menjadi :
1. Data primer
Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh lansung dari
sumber asli (tidak melalui media perantara).
2. Data sekunder
Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti
secara tidak langsung melalui media perantara ( diperoleh dari pihak
lain).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
sekunder data primer berupa wawancara dengan sub bagian
pengelolaan pajak daerah pada kantor dinas pendapatan daerah kota
Palembang, sedangkan data sekunder berupa :
a) Sejarah singkat dinas pendapatan daerah kota Palembang
b) Struktur organisasi dan pembagian tugas
¢) Data penerimaan pajak seluruh jumlah hotel tahun 2011-2013

d) Data penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2011-2013.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Jonathan (2006:223-226) teknik pengumpulan data terdiri dari:

1)  Partisipasi
Adalah suatu cara mengumpulkan data melalui
ketertiban langsung dengan objek yang diteliti.
2) Observasi
Observasi adalah melakukan pencatatan secara sitematik
tentang kejadian-kejadian, objek-objek yang dilihat dan hal-hal
lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian langsung dari
sumbernya.
3) Wawancara
Wawancara adalah suatu cara memperoleh data dengan
memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
4) Dokumentasi

adalah cara memperoleh data atau memperoleh data atau
informasi dengan cara menbaca surat-surat, pengumuman,
iktisar rapat,pernyataan tertulis, kebijakan tertentu dan bahan —
bahan tulisan lainya

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan

dokumentasi.
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Yaitu data mengenai target dan realisasi penerimaan
pajak hotel berdasarkan tingkatan serta data realisasi PAD.
F. Analisis data dan Teknik Analisis.
1. Analisis Data
Sugiyono (2009:13-14) penelitian menurut jenis data
analisis terdiri dari :
a. Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif yaitu analisis yang dinyatakan dalam bentuk
kata, kalimat dan gambar untuk melakukan uraian atau
penafsiran.
b. Analisis kuantitatif
Analisis kuantitatif yaitu metode analisis yang berbentuk
angka atau data kualitatif yang diangkakan (scoring)
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis kualitatif.

2. Teknik analisis
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini
dengan menyajikan angka, table dan uraian penjelasan. Secara
rinci teknik analisis dapat dilihat sebagai berikut :
a. Menganalisis penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan.
b. Menganalisis kontribusi pajak hotel berdasarkan tingkatan

terhadap PAD



BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1.

Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Awal mulanya dinas pendapatan daerah atau sebelum
menjadi dinas pendapatan daerah dulu namanya adalah pajak
daerah (PD). Sekitar tahun 80-an, pajak daerah ini dibagi
menjadi dua tim yaitu tim IPEDA (Instansi Pendapatan
Daearah) dan tim DIPEDA (Dinas Pendapatan Daerah). Sekitar
6 tahun berjalan IPEDA bergabung dengan DIPEDA yang
disebut DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) tingkat dua
yang sekarang ini disebut dinas pendapatan daerah kota
Palembang.

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi yang
bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan pendapatan asli
daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi
daerah dan pajak lainya untuk pembangunan daerah. Untuk
mewujudkan  keinginan tersebut, supaya pengelolaan
pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta
berhasil guna maka dengan keputusan wali kota Palembang
No.67 tahun 2001 tentang tugas dan fungsi dinas pendapatan

daerah kota Palembang bahwa dinas pendapatan daerah kota
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Palembang mempunyai struktur organisasi, kedudukan,tugas

pokok dan fungsi.

2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah

a. Visi
Visi dinas pendapatan daerah adalah pendapatan daerah yang
maksimal untuk pembangunan kota Palembang.

b. Misi
Misi Dinas Pendapatan Daerah adalah
1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membayar

pajak.

2) Modernisasi pajak.

3. Struktur Organisasi

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan.
Dinas pendaptan daerah merupakan pelaksana
pemerintah  dibidang pendapatan, dimana dinas
pendapatan daerah kota Palembang ini dipimpin oleh
seorang kepala dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris

daerah.
Dinas pendapatan daerah mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
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melaksankan kewenangan desentralisasi dan tugas

dekontrasi  dibidang  pendapatan  daerah  dalam

melaksanakan tugasnya tersebut dinas pendapatan daerah

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Melakukan perumusan masalah teknis, pemberian
bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan
tugas-tugas lainya yang diserahkan oleh kepala
daerah kepadanya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak
daerah dan wajib pajak retribusi daerah.

Melakukan penetapan besar pajak daerah dan
retribusi daerah.

Melakukan pembukuan dan pelaporan atas
pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi
daerah serta pendapatan asli daerah lainya.
Melakukan koordinasi dan pengawasan serta
pekerjaan penagiahan pajak daerah, retribusi daerah
dan pendapatan asli daerah lainya yang limpahkan
oleh menteri keuangan kepada kepala daerah.
Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian

operasioal dibidang pendapatan,penetapan, penagihan
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pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli
daerah.

7) Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah,
retribusi daerah dan pendaptan daerah lainya.

8) Melakukan urusan tata usaha.

b. Susunan Organisasi
Susunan organisasi dinas pendapatan daerah
kota Palembang di tetapkan dalam keputusan
perwakilan rakyat daerah kota Palembang No.3 tahun
2001 tentang pembentukan kedudukan,tugas pokok,
fungsi dan struktur organisasi ini diharapkan dapat
batasan yang jelas mengenai tugas dan wewengang dari
masing- masing unit.
Adapun susunan organisasi dinas pendapatan
daerah kota Palembang terdiri :
1) Kepala dinas
2) Wakil kepala dinas
3) Bagian tata usaha, membawabhi :
a) Sub bagian umum
b) Sub bagian kepegawaian

¢) Sub bagian keuangan



44

4) Sub dinas penagihan, membawabhi :
a) Seksi pembukuan dan verifikasi
b) Seksi penagihan dan perhitungan
¢) Seksi retribusi dan pemindah bukuan
d) Seksi pertimbangan dan keberatan
5) Sub dinas pemerintahan dan pendataan lain-lain,
membawahi:
a) Seksi penerimaan pajak
b) Seksi penerimaan retribusi
c) Seksi penerimaan pendapatan lain-lain
d) Seksi legalisasi dan pembukuan surat berharga
6) Sub dinas bagi hasil pendapatan
a) Seksi bagi hasil pajak
b) Seksi bagi hasil bukan pajak
c) Seksi peraturan perundang-udangan dan
pengkajian pendapatan
7) Kelompok jabatan fungsional
8) Sub dinas program, membawabhi :
a) Seksi penyusunan program dan penyuluhan
b) Seksi pemantauan dan pengendalian
c) Seksi pengembangan pendapatan

d) Seksi evaluasi dan pelaporan
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9) Sub dinas pendataan penetapan, membawabhi :
a) Seksi pendataan dan pendaftaran
b) Seksi pengolahan data informasi
¢) Seksi penetapan
d) Seksi pemeriksaan
Adapun bagan susunan organisasi dinas
pendapatan daerah kota Palembang dapat dilihat

dari gambar IV. 1
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Gambar IV.1
Struktur Organisasi
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¢. Tugas dan Fungsi

Secara garis besar tugas dan fungsi masing-masing unit ada di

dinas pendapatan kota Palembang adalah sebagai beikut :

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

desentralisasi dan tugas dekonsentarasi dibidang

pendapatan daerah, mempunyai fungsi :

a)

b)

c)

d)

Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan
untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola,
menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis
serta program kerja.

Pelaksanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan
daerah.

Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha
dan kegiatan ketatausahaan umum, Kkepegawaian,
perlengkapan dan keuangan

Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha dan
kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau
pelaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku
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e) Pembagian unit pelaksanaan teknis dinas.

Wakil Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam

pelaksanaa  kewenangan  desentralisasi dan  tugas

dekonsentrasi di bidang pendaptan daerah, mempunyai

fungsi :

a) Pengawasan kedalam

b) Pelaksanaan mewakili kepala dinas bila kepala dinas
tidak ada di tempat.

¢) Penandatangan naskah dinas yang ditempatkan oleh
kepala dinas

d) Penandatangan administrasi bidan kepagawaian,
keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan
dari kepala dinas.

Bagian Ketata Usahaan

Mempunyai  tugas melakukan urusan  keuangan,

kepagaiwan urusan perlengkapan dan wurusan umum.

Mempunyai fungsi :

a) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

b) Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.

¢) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan

perlengkapan.
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d) Melaksanakan pengelolaan wmum,meliputi  surat
menyurat kearsipan dan pengadaan.

Bagian tata usaha terdiri atas :

(1) Sub bagian umum

(2) Sub bagian kepegawaian

(3) Sub bagian keuangan

(4) Sub Dinas Program
Sub dinas program terdiri atas :
(a) Seksi program dan penyuluhan
(b) Seksi pemantauan dan pengendalian
(c) Seksi evaluasi dan pelaporan
(d) Seksi evaluasi dan pelaporan

(5) Sub dinas pendapatan dan penetapan
Melaksanakan tugas pelaksanaan pendapatan dan
pendaftaran, mengelola data dan informasi penetapan
dan pemeriksaan.
Mempunyai tugas :
(a) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib

pajak dan retribusi daerah.

(b) Melakukan pengelolaan data informasi.
(c) Melaksanakan penatausahaan penetapan dan

berkas wajib pajak.
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(d) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap
wajib pajak dan retribusi caerah.

(6) Sub dinas pendataan dan pendaftaran terdiri dari :

(a) Seksi pendataan dan pendaftaran

(b) Seksi pengelolaan data dan informasi

(c) Seksi penetapan

(d) Seksi pemeriksaan

(7) Sub dinas penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan

verifikasi, penagihan dan perhitungan, retribusi dan

pemindahan bukuan, pertimbangan dan kerabatan.

Mempunyai fungsi :

(a) Melakukan pembukuan mengenalr penetapan,
penerimaan dan pemungutan / pembayaran /
penyetoran pajak dan retribusi daerah.

(b) Penataan usaha penerimaan, penagihan, verifikasi
dan penerbitan surat keterangan fisik.

(c) Pembukuan piutang pendapatan daerah.

(d) Retribusi, pemindahan bukuan dan rekonsiliasi.

(e) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi

daerah dan pemungutan daerah lainnya
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(f) Melakukan  pertimbangan  keberatan  pajak,
retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.

Sub dinas penagihan terdin dar atas :

(a) Seksi penagihan dan perhitugan

(b) Seksi retribusi dan pemindahan bukuan

(c) Seksi pertimbangandan keberatan

(8) Sub dinas penerimaan dan pendaptan lain-lain

Mempunyai tugas penatausahaan pajak, retribusi dan

penerimaan lain-lain, penerimaan BUMN dan

pendapatan lain-lain, serta legalisasi pembukuan surat-
surat berharga.

Mempunyai fungs: :

(a) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak,
retribusi dan penerimaan lain-lain.

(b) Mengumpulkan dan mengelola data sumber-
sumber penerimaan lamnya diluar pajak dan
retribusi daerah.

(c) Melakukan pencatatan penerimaan BUMN dan
pendapatan lain-lainy

(d) Melaksanakan legalisasi atau pengesahan atas

surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta
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melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat
berharaga
(9) Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain terdiri

dari :

(a) Seksi penerimaan pajak

(b) Seksi penerimaan retribusi

(c¢) Seksi penerimaan lain-lain

(10) Sub dinas bagi hasil pendapatan
Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan
bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi
hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan penyusunan
perundang-undangan serta melakukan pengkajian
pendapatan.
Mempunyai fungsi :
a) Melakukan  penatausahaan  bagi  hasil
pendapatan pajak dan non pajak.

b) Melakukan penerimaan bagi hasil bukan pajak.
¢) Melakukan perhitungan bagi hasil pajak.
d) Melakukan penyusutan peraturan perundang-

undangan dan pengkajian pendapatan.

Sub dinas bagi hasil pendapatan terdiri atas :
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(1) Seksi bagi hasil pajak

(2) Seksi bagi hasil bukan pajak

(3) Seksi peraturan perundang-undangan dan

(11)

(12)

(13)

pengkajian pendapatan
Cabang dinas
Mempunyai fungsi :
a) Melaksanakan unsure teknis operasional
b) Melaksanakan unsure administrasi
Unit pelaksanaan teknis dinas
Mempunyar tugas melaksanakan sebagaian
tugas dinas, disuatu atau beberapa wilayah
kecamatan dalam satu daerah.
Mempunyai tugas :
a) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai
dengan bidangnya.
b) Pelaksanaan urusan administrasi.
Kelompok jabatan fungsional
Mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis

dinas sesuai dengan keahlian masing — masing
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1. Perkembangan Jumlah Hotel

Table 1V.2 berikut merupakan perkembangan hotel di kota

Palembang tahun 2011-2013.

Tabel 1V.2
Perkembangan Jumlah Hotel
Tahun 2011-2013

No Jenis Hotel Tahun
2011 2012 2013
1 Hotel berbintang 19 23 25
2 Hotel melati 45 49 51
3 Hotel wi sata 12 13 13
Jumlah 76 85 91

Sumber : dinas pendapatan daerah,2014

A. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Analisis Penerimaan Pajak Hotel Berdasarkan Tingkatan
Berikut ini tabel persentase realisasi penerimaan pajak hotel

berdasarkan tingkatan dikota Palembang tahun 2011-2013.



Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Hotel berdasarkan
Tingkatan Tahun 2011-2013

Tabel VI.3
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hlor, Gl Klasifikasi Hotel Target Realisasi Per::nta
l — Berbintang 5,032,894,725 4,785,485,535 95,08;
Melati 2,124,999.995 | 2,000,538,337 | 94,14%

Wisma 1,342,105,260 | 1,476,588,093 | 110,02%

2| | Berbintang 9,513,300,755 | 7,337,832,895 | 77.13%
e Melati 4,465426,885 | 3,139,676,665 | 70,31%
Wisma 2,523,936,935 | 1,981,000,003 | 78,48%

3 2013“  Berbintang | 13,142,857,104 | 13.267,074.754 | 100.94%
Melati 6,318,681,300 | 6,000211,400 | 94.95%

Wisma 3,538,461,528 | 3,180,008,100 | 89.86%

“Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, 2014
Berdasarkan tabel 1V.1 pada tahun 2011 relisasi penerimaan
pajak hotel berdasarkan tingkatan yang mendekati mencapai target yaitu
hotel berbintang sebesar 95,08%, dan untuk hotel melati sebesar 94,14%
dan wisma mencapai target yaitu sebesar 110,02%, tahun 2012 vang
hampir mencapai target yaitu wisma sebesar 78,48% sedangkan tahun
2013 realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan yang
mencapal target yaitu sebesar 100,94% untuk hotel berbintang, dengan
perhitungan dari bulan januari — desember 2013.
Peningkatan penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan
terutama wisma yang terjadi pada tahun 2011 tentunya sedikit banyak

dipengaruhi dengan adanya sea games di kota Palembang. Banyaknya
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pengunjung dari luar kota bahkan mungkin luar negeri datang ke kota
Palembang, sehingga berdampak pada penerimaan pajak hotel tersebut.
Sea games diadakan pada tanggal 11 november 2011 pemerintah
Indonesia menetapkan tanggal itu sebagai tanggal pembukaan pesta
olahraga Negara asia tenggara atau disebut sea games tahun 2011.
Indonesia sendiri ditunjuk sebagai tuan rumah pesta olahraga ini. Adapun
kota yang berpartisipasi dalam perhelatan akbar ini adalah Jakarta dan
Palembang. Dikota tersebut dipertandingkan banyak pertandingan dari
berbagai cabang olahraga. Ada sekitar 44 cabang olahraga yang
dipertandingkan. Negara-Negara yang berpartisipasi dalam pertandingan
sea games 2011 merupakan 11 negara di kawasan asia tenggara / ASEAN.
Negara peserta sea games 2011 yaitu Malaysia, Indonesia, Brunei
Darussalam, Singapura, Timor Leste, Filiphina, Thailand, Laos, Kamboja,
Myanmar dan Vietnam.

Banyaknya dari luar kota ataupun luar negeri yang datang ke
Palembang pada tahun 2011 tidak memberikan dampak yang cukup besar
pada hotel berbintang, tidak tercapainya target realisasi penerimaan pada
hotel berbintang mungkin dikarenakan tarif kamar yang diberikan
lumayan tinggi, sehingga hanya pejabat tinggi dan orang-orang kelas
menengah ke atas yang bisa menginap di hotel berbintang. Begitu juga
pada hotel melati yang tidak mencapai target di tahun 2011, meskipun

tarif kamar yang diberikan relatif lebih murah dibanding hotel berbintang,
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tetap saja tidak membuat pengunjung dari luar kota untuk memilih hotel
melati sebagai tempat penginapan. Bisa disebabkan beberapa faktor
seperti bangunan yang tidak menarik dan pelayanan vang kurang
memuaskan. Berbeda dengan wisma, tarif yang diberikan juga relatif
murah seperti hotel melati yang ada dipalembang, tetapi dengan adanya
free hotspot membuat pengunjung lebih tertarik menginap di wisma,
dengan harga yang relatif lebith murah tetapi pelayanan yang diberikan
cukup memuaskan.

Peningkatan penerimaan pajak hotel juga terjadi pada tahun
2013 terutama untuk hotel berbintang yang mencapal target karena
dipengarui dengan adanya acara
Islamic Solidarity Games 2013 yang diselenggarakan dikota Palembang.
Islamic Sohdarity Games 2013 adalah ajang olahraga internasional yang
diselenggarakan di Palembang dari 22 September sampai | Oktober 2013.
Banyaknya pengunjung yang datang ke kota Palembangbaik dalam
maupun luar negeri menghasilkan dampak yang positif untuk seluruh
hotel yang ada di kota Palembang khususnya hotel berbintang untuk
memberikan pelayanan yang baik untuk para tamu yang akan menginap di
hotel tersebut. Perkembangan hotel di kota Palembang setiap tahun
mengalami peningkatan, meningkatnya jumlah hotel berbintang, melati

maupun wisma ini menjadi perhatian pemerintah.
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Tercapainya target pada hotel berbintang pada tahun 2013
berpengaruh sangat besar karena diselenggarakannya ISG dikota
Palembang. Hal ini1 disebabkan hotel berbintang mempunyai strategi untuk
menarik perhatian para pengunjungnya, dari memberikan diskon, hingga
memberikan promo yang menarik perhatian pengujungnya untu menginap
dihotel berbintang. Di banding hotel melati maupun wisma hanya
memberikan tarif yang murah dan fasilitas seadanya.

Hasil wawancara dengan seksi pengolaan data perkembangan
hotel yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan dampak yang baik

untuk menmgkatkan PAD yang ada dikota Palembang.

2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel berdasarkan Tingkatan terhadap
Pendapatan Asli Daerah.
Menurut Abdul Halim (2005 : 155-156), untuk mengukur kontribusi

dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Realisasi PH
. L e 0
Kx - RealisasiPADX 100 %

Kx = Kontribusi
Rpy = Realisasi Pajak Hotel

Rpap=- Realisasi Pendapatan Asli Daerah
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a. Kontribusi Pajak Hotel berdasarkan Tingakatan tahun 2011

1)

2)

3)

Hotel Berbintang

Kony 4,785,485,535 +100%
1.390.525.980.439

szl = 0,340/0

Hotel Melati

oy 2,000,538,337 «100%

1.390.525.980.439
K = 0,14%
Hotel Wisma

Ky = il o x100%
1.390.525.980439

Kooy = 0,10%

b. Kontribusi Pajak Hotel berdasarkan Tingkatan tahun2012

1) Hotel Berbintang

. = 7337832895 oo
2.083.130.299.116
Kzn]l = 0,350/0

2) Hotel Melati

Kooty = 3,139,676,665 +100%
2.083.130.299.116

Kan = 0,15%
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3) Hotel Wisma

1,981,000,003 ,
Kann = x100%
2.083.130.299.116
Ky = 0,09%

Kontribusi Pajak Hotel berdasarkan Tingkatan tahun 2013

1) Hotel Berbintang

"
Kaois = 13,267,074,754 £100%
3.654.920.227.165
Kgmg 5= 0,360/0
2) Hotel Melati
Kaor3 = 6,000,211,400 £100%
3.654.920.227.165
sz; o 0,]60/0

3) Hotel Wisma

3,180,008,100
3.654.920.227.165

Koz x100%

Kz = 0.09%

Hasil rekapitulsi perhitungan kontribusi pajak hotel berdasarka
tingkatan terhadap pendapatan asli daerah di kota Palembang tahun
2011-2013 akan disajikan pada tabel berikut:
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Tabel IV.4
Rekapitulasi Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel
Berdasarkan Tingkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2011-2013

Tahun Kl?_i’;?;aﬂ Pajak Hotel Pendg;;z;zrlll Al Kontribusi
Berbintang | 4,785,485,535 0,34%
2011 Melati 2,000,538,337 |1.390.525.980.439 | 0,14%
Wisma | 1,476,588,093 0,10%
Berbintang | 7,337,832,895 0,35%
2012 Melati 3,139,676,665 | 2.083.130.299.166 | 0,15%
Wisma 1,981,000,003 0,09%
Berbintang | 13,267,074,754 0,36%
2013 Melati 6,000,211,400 | 3 654 920227 165 | 0.16%
Wisma 3,180,008,100 0,09%
L NSO S

Sumber:hasil analisis, 2014
Meningkatnya pembangunan, perdagangan dan bisnis di
palembang mendorong tumbuhnya banyak hotel di Palembang.
Bertambahnya jumlah hotel baik berbintang, melati maupun wisma
tingkat kunjungan yang terus bertambah, tentunya kontribusi pajak hotel
berbintang, melati maupun wisma terhadap PAD kota Palembang
meningkat, bahkan bisa saja menurun dikarenakan tidak optimalnya
pencapaian prosedur pemungutan pajak hotel.
Dilihat dari tabel IV.3 diatas kontribusi hotel berbintang
terhadap PAD mengalami kenaikan dari tahun 2011 ke 2013 sebesar

0,01 %. Pada hotel melati juga mengalami kenaikan sebesar 0,01 % dari
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tahun 2011 sampai 2013, sedangkan wisma mengalammi penurunan
sebesar 0,01% dari tahun 2011 sampai 2012 dan tahun 2013 kontribusi
wisma tetap stabil yaitu 0,09%.

Klasifikasi hotel berdasarkan tingkatan yang memberikan
kontribusi yang cukup besar terhadap PAD kota Palembang vyaitu
berbintang, dikarenakan realisasi penerimaan pajak hotel berbintang
paling besar diantara hotel melati dan wisma, sehingga memberikan
kontribusi yang paling besar diantara hotel melati dan wisma.
Sedangkan hotel melati memberikan kontribusi yang lebih besar
disbanding wisma dikarenakan realisasi penerimaan pajak hotel lebih
besar di banding wisma. Besarnya kontribusi pajak hotel berbintang
setiap tahun yaitu sebesar 0,34%, 0,35% dan 0,36% dibandingkan
dengan hotel melati dan wisma dikarenakan besarnya pemasukan dari
hotel berbintang tersebut, yaitu dari tarif kamar yang relative mahal. Hal
ini mengambarkan bahwa hotel berbintang berpengaruh cukup besar
terhadap kontribusi pendapatan asli daerah kota Palembang.

Hasil wawancara dengan seksi evaluasi dan pelaporan bahwa
kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Palembang selama 3 tahun
berturut-turut persentasenya dari 14% untuk hotel melati dan 34% untuk
hotel berbintang hal ini sudah cukup baik, namun pada wisma
kontribusinya belum mencapai 15% jadi belum dikatakan baik, tetapi

perlu dioptimalkan lagi.



Tabel VL5
Rekapitulasi Kontribusi penerimaan pajak Hotel

Tahun Rlastis Pajak Hotel Etnliag Sk Kontribusi
Hotel Hotel

Berbintang | 4.785,485,535 57%
i 2 24%
2011 Melati 000,538,337 8.262.611.965 4%
Wisma 1,476,588,093 17%
Berbintang | 7,337,832,895 58%
2012 Melati 3,139,676,665 12,458,509,593 23%
Wisma 1,981,000,003 15%
Berbintang | 13,267,074,754 59%
] Wisma 3,180,008,100 14%

P

Sumber:hasil analisis, 2014
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Hasil wawancara dengan bagian pendataan dan penetapan

bahwa secara keseluruhan kontribusi pajak hotel pada tahun 2011-

2013 memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli

daerah sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Dalam hal ini dinas pendapatan daerah perlu melakukan

optimalisasi pemungutan pajak hotel dengan cara memperkuat proses

pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efesiensi

administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan

kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
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BABV
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan

sebagai berikut:

. Penerimaan pajak hotel berdasarkan tingkatan tahun 2011-
2012 yaitu hotel berbintang tidak mencapal target, tetapi pada
tahun 2013 mencapai target. Sedangkan hotel melati dari tahu
2011-2013 selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan
pemerintah kota palembang, dan untuk wisma yang mencapai
target hanya pada tahun 2011.

2. Kontribusi hotel berdasarkan tingkatan tahun 2011-2013 yang
member kontribusi paling besar terhadap PAD kota Palembang

secara keseluruhan adalah hotel berbintang.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diberikan saran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi
dinas pendapatan daerah agar lebih optimal dalam melakukan
pemungutan pajak hotel berdasarkan tingkatan.

2. Guna meningkatkan kontribusi penerimaan pajak hotel

berdasarkan tingkatan terhadap pendapatan asli daerah pada
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dinas  pendapatan  daerah  dapat dilakukan  dengan
mengoptimalkan penyerapan poiensi pajak hotel, selain itu
dinas pendapatan daerah dapat mengadakan koordinasi
langsung dengan pihak pengelola hotel untuk memaksimalkan

tingkat hunian tiap-tiap hotel yang ada dikota Palembang.
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